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Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional
prosedur

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:




1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik 1. Personal
2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Komputer / Laptop
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 3. Jaringan Internet
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 4. Scanner
5. Telepon
Peringatan: Penotaan dan Pendataan:
Informasi Yang Dikecualikan harus dilaksanakan uji Konsekuensi oleh PPID Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik




Sop Pengujian Tentang Konsekuensi
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Tersebut
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) Publik Publik
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